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PENUTUP
4.1 Kesimpuan
Berdasrkan hasil peneitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan
dan saran berkaitan dengan tata cara pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian
yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan di dukung dengan data-data yang
ada, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
daerah pabean.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984
dan perubahannya.
3. Prosedur pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang di
lakukan KPP Pratama Pangkalan Kerinci sudah sesuai dengan aturan yang
telah di tetapkan.
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4.2 Saran
Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat di sarankan
pihak yang terkait dalam melaksanakan pengusaha kena pajak telah bekerja secara
baik dan profesional, dan untuk Petugas pajak AR (Account Reprensentatif) harus
di perbanyak mengingat KPP Pratama Pangkalan Kerinci yang begitu luas ruang
lingkup kerjanya meliputi 2 Kabupaten, yaitu Kab. Pelalawan dan Kab. Siak
untuk melakukan pengawasan dan pengalian potensi. Wajib Pajak yang akan
melakukan melakukan permohonan PKP harus memenuhi persyaratan yang telah
dilampirkan dengan dibawah pengwasan pihak fiscus.
